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Abstrak
Independensi seharusnya menjadi harga mati KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 3 UU KPK, namun nilai independensi ini juga tidak berjalan dengan tegak sepenuhnya, celah – celah nir-independensi ini beberapa kali muncul dari fungsi penyidikan, dimana pelaku penyidikan dalam hal ini penyidik yang berasal dari instansi diluar KPK, ternyata cenderung memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan. Maka pengaturan sumber penyidik dari instansi luar harus dievaluasi, agar tidak menjadi ruang adanya nir-independensi khususnya pada penyidik KPK, dalam hal ini pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU KPK. Dengan demikian ada dugaan Pasal 45 ayat 1 mempunyai kontradiksi atau konflik norma dengan Pasal 3 UU KPK yang mengatur independensi lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan independensi pada pada pasal 3 UU KPK, jika dikaitkan dengan pasal 45 ayat (1)  UU KPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, yaitu, metode yang dilakukan dengan meninjau literatur yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa KUHP, Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara definitif dan konseptual telah terbukti adanya konflik norma antara Pasal 3 dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, penyelesaian yang dilakukan yakni dengan cara reinterpretasi sistematis, setelah dilakukan reinterpretasi diketahui bahwa Pasal 3 UU KPK sifatnya asas dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK sifatnya teknis, dengan demikian jika dilihat secara kedudukan seharusnya Pasal 45 ayat (1) yang dilakukan peneyesuaian terhadap Pasal 3 UU KPK. Opsi perbaikan yang dapat dilakukan pada Pasal 45 ayat (1) UU KPK ialah dengan mengganti susbtansinya dengan mengatur bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan dari dan oleh KPK.
Kata Kunci : Independensi, Penyidik KPK , Konflik Norma.

Abstract 
Independence should be theprice of the KPK in carrying out its duties and authorities, in accordance with what is mandated in Article 3 of the KPK Law, but this value of independence also does not run fully upright, this non-independence gap has several times arises from the investigative function where the investigators in this case are investigators from agencies outside the KPK which tend to provide space for conflicts of interest to occur. So the arrangement of investigator sources from outside agencies must be evaluated so that it does not become a space for non-independence, especially for KPK investigators, in this case the arrangement is regulated in Article 45 paragraph 1 of the KPK Law. Thus, there is an allegation that Article 45 paragraph 1 has a contradiction or conflict of norms with Article 3 of the KPK Law which regulates the independence of the institution. The purpose of this study is to identify and analyze the independence problem in Article 3 of the KPK Law if it is associated with Article 45 paragraph (1) of the KPK Law. The research uses the normative legal method, that is, the method is carried out by reviewing the existing literature. The type of data used in this study is primary data in the form of the Criminal Code, Judge's Decisions, Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Based on the research that has been carried out, definitively and conceptually it has been proven that there is a conflict of norms between article 3 and article 45 paragraph (1) of the KPK Law, the settlement is carried out by means of systematic reinterpretation, after reinterpretation it is known that article 3 is basic and article 45 paragraph (1) it is technical in nature, thus if viewed from a positional perspective, Article 45 paragraph (1) should be adjusted to Article 3. An option for improvement that can be made in Article 45 paragraph (1) is to replace its substance by stipulating that KPK investigators are independent investigators. originating, appointed and dismissed from and by the KPK.
Keywords: Independence, KPK Investigators, Norms Conflict.
PENDAHULUAN
Merajalela dan tidak ada hentinya mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan korupsi di Indonesia, menjadi sebuah masalah sangat kompleks yang harus dihadapi oleh bangsa ini setelah 76 tahun merdeka. Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2020 mencatat bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mencapai 56,7 Triliun (Vendy Yhulia Susanto 2021), ketika korupsi pada saat ini semakin meningkat maka akan juga berdampak pada masyarakat, masyarakat akan cenderung mempunyai sifat memikirkan dirinya sendiri atau disebut  selfishness (Wicipto Setiadi 2018). Dikarenakan kekecewaanya terhadap korupsi yang dilakukan, dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh korupsi, seharusnya tindak pidana korupsi ini menjadi masalah yang sangat utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun rakyat. meskipun sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat, baik berupa kebijakan, regulasi maupun pengawasan pada kenyataanya dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi saat ini masih belum efektif dan perlu adanya evaluasi baik dari segi kebijakan maupun regulasi.


Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, yang berdasar kepada Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002, dan telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu langkah besar, yang dilakukan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memberantas korupsi. Namun sebelum adanya Undang – Undang ini cikal bakal pembentukan KPK sudah ada, bahkan ketika masa reformasi, ketika angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat tingi yang terjadi pada masa orde baru. pemikiran – pemikiran dan upaya – upaya baru mulai bermunculan untuk memberantas korupsi tersebut, maka dari itu lahirlah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mohede 2012). Lahirnya kedua produk hukum tersebut, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu perhatian utama bangsa ini, dan untuk membangun bangsa ini kedepan, kemudian pembentukan KPK dengan Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 menjadi pelengkap alat perang bangsa Indonesia dalam memberantas Korupsi.

Lembaga anti rasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut merupakan salah satu hal baik yang lahir dari rahim reformasi, bertahun – tahun berjalan memegang harapan rakyat untuk menjaga uang negara dari tindak pidana korupsi yang semakin tahun semakin merajalela, berbagai prestasi telah ditorehkan oleh KPK selama ini, berbagai penangkapan kasus – kasus besar juga tak luput dari kerja mereka dari mulai berdiri hingga sekarang ini, mulai dari pejabat daerah, politisi, aparat penegak hukum hingga setingkat menteri rasanya pernah ditangkap oleh KPK dari setiap era kepresidenan, penghargaan – penghargaan pun juga banyak diterima oleh KPK baik nasional maupun secara internasional. Namun seperti air yang tak selalu jernih, Kinerja KPK pun tak selalu baik, setidaknya lima lembaga survei (Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas) mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sedang menurun (Husodo et al. 2020). Padahal selama KPK perjalananya mulai dari KPK berdiri publik selalu menaruh kepercayaan tinggi terhadap KPK , selain itu kasus yang ditangani KPK pun juga terjun bebas beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018 terdapat 168 kasus yang ditangani KPK, pada tahun 2019 turun menjadi 119, terakhir di tahun 2020 KPK hanya menangani 56 kasus, bahkan menurut pengakuan penyidik KPK beberapa permasalahan yang terjadi KPK tidak hanya terjadi beberapa tahun terakhir, namun sudah terjadi sekitar 10 tahun terakhir(Mutia 2021).

 
Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan KPK selama ini adalah bahwa lembaga ini di design untuk menjadi lembaga yang menjunjung tinggi independensi dalam kinerjanya, tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mempengaruhi kinerja KPK, hal ini ditegaskan pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi “ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Pasal tersebut telah menunjukan bahwa independensi merupakan hal yang absolut pada kinerja KPK, namun perihal Independensi ini juga lah yang dikhawatirkan akan menjadi titik lemah KPK, menjadi lembaga yang konsisten dan kuat dalam independensi bukanlah suatu hal yang mudah, dukungan regulasi dan komponen lembaga sangat diperlukan dalam memperkokoh jalan KPK menjadi lembaga yang menjunjung independensi. Belakangan ini menjadi pembicaraan bahwa ada isu – isu intervensi atau campurtangan bahkan konflik kepentingan yang mencederai nilai indepedensi KPK yang dimana dikatakan hal itu menjadi salah satu faktor menurunya kualitas kinerja KPK beberapa tahun ini.


Pengaturan Independensi yang secara tegas dan eksplisit tentang Independensi pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ternyata tidak menjadikan lembaga ini benar – benar independen secara kinerja. Isu – isu yang diungkap publik tentang adanya intervensi maupun konflik kepentingan yang dilakukan oleh lembaga maupun kekuasaan diluar KPK yang diduga terjadi seharusnya patut menjadi perhatian. Perlu adanya pelurusan yang dilakukan oleh lembaga tersebut agar independensi kembali kokoh menyokong kinerja KPK kedepan dan untuk menjawab pertanyaan yang mencuat di publik apakah independensi KPK tetap kokoh ataukah semakin runtuh. Perlu adanya pembuktian bahwa secara fungsi maupun kelembagaan selama ini KPK berjalan sesuai koridor independensi yang diatur oleh undang – undang maupun secara teoritis, komparasi – komparasi juga perlu dilakukan, bahwa ada beberapa teori – teori maupun konsep mengenai independensi yang ditulis oleh para ahli. Seharusnya dapat menjadi komparasi terhadap independensi yang ada pada KPK selama ini. Dari beberapa isu – isu yang ada membuktikan bahwa independensi kinerja KPK yang menjadi nilai utama lembaga tersebut sedang tidak baik – baik saja, sehingga harusnya menjadi salah satu konsen yang diperhatikan dalam usaha memperkuat KPK.


Intervensi – intervensi yang dilakukan oleh lembaga diluar KPK tentunya bukan tanpa faktor, salah satu yang diduga menjadi faktor pelemahan independensi menyasar dan berawal pada pengaturan penyidik KPK. Klausa di Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengatur tentang sumber penyidik KPK yakni Pasal 45  ayat (1), yang berbunyi “ Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus undang – undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”. Perekrutan penyidik KPK yang masih menggunakan Penyidik yang berasal dari luar instansi, justru menimbulkan beberapa permasalahan setelahnya, term of administration yang masih belum jelas, dan cenderung bergantung pada lembaga asalnya, status yang belum benar – benar lepas dari lembaga asalnya serta masih adanya ikatan dengan lembaga asal, yang bahkan juga kerap menjadi subjek tindak pidana korupsi, justru melukai nilai independensi yang dibangun KPK selama ini. Independensi penyidik kpk perlu dimaknai di pelaksanaan fungsi penyidikan komisi pemberantasan korupsi, termasuk hingga keindependenan pada term administratif. Bila selama ini secara administratif nasib para penyidik komisi pemberantasan korupsi masih bergantung ke forum sumbernya, pengukuhan keindependenan komisi pemberantasan korupsi memutlakkan kebutuhan agar kpk memiliki penyidik sendiri yg tidak lagi ”meminjam” asal lembaga lain. Independensi penyidik komisi pemberantasan korupsi ialah konsekuensi logis dari komisi pemberantasan korupsi menjadi lembaga negara independen (Zainal Arifin Mochtar 2015).

 Jika dilihat terjadi inkonsistensi pada pengaturan independensi kinerja KPK, terutama pada penyidiknya, pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana pada Pasal 3 berusaha untuk menegakkan independensi kinerja KPK, Pasal 45 ayat (1) justru memberi celah campur tangan lembaga lain, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, yang sekali lagi bahkan juga beberapa kali menjadi lembaga yang terlibat tindak pidana korupsi, dan menjadi target KPK. Maka tak heran ketika terjadi kasus yang menyangkut lembaga – lembaga tersebut, sering terjadi dugaan intervensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada para penyidik KPK. Sehingga menjadi pertanyaan bahwa dengan adanya inkonsistensi antara pasal 3 dan 45 ayat (1) tersebut, apakah independensi pada kinerja KPK masih baik – baik saja, sehingga sekali lagi perlu adanya pembuktian apakah pengaturan penyidik KPK sekarang ini, pada saat berjalannya masih mencerminkan nilai Independensi atau tidak, serta juga perlu komparasi – komparasi dengan teori – teori, maupun konsep independensi yang ada, agar diperoleh nilai Independensi yang benar – benar ideal terhadap KPK untuk berjalan kedepan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Independensi KPK menurut Pasal 3 UU KPK jika dikaitkan dengan keberadaan penyidik Polri pada Pasal 45 ayat (1) UU KPK ?  

2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi pertentangan makna antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK?
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan independensi pada pada pasal 3 UU KPK jika dikaitkan dengan pasal 45 ayat (1)  UU KPK.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penyelesaian jika terjadi pertentangan makna antara pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) UU KPK. 

Pada sebuah penelitian pasti mempunyai hasil yang nantinya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, manfaat tersebut sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis:

Mengetahui dan memberikan gambaran pengaturan independensi pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dapat menganalisis inkonsistensi pada pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. pidana.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai hasil yang nantinya dapat menjadi masukan bagi legislative untuk melakukan legislative review Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan kewenangan KPK dlm memberantas korupsi, serta memberikan manfaat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memperkuat independensinya dan mempunyai SDM penyidik yang lebih ideal.
 METODE

Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang inkonsistensi antara Independensi fungsi dan kewenangan KPK, yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 dengan Pasal 45 ayat (1) yang mengatur tentang sumber penyidik KPK yang juga merupakan pelaksana fungsi KPK, maka metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang diteliti ialah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana metode ini objek utamanya adalah norma hukum, hasil yang diharapkan dari penggunaan metode ini ialah untuk menghasilkan konsep baru, teori maupun argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Sri Mamudji 2005). Disisi lain, pada penelitian normatif yang dimana mencakup kekosongan, kekaburan dan konflik norma akan dijawab menggunakan argumentasi yuridis (Diantha 2006).
 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan yakni pendekatan konsep atau (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan atau (statute approach)
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dimana reulasi dan legislasi menjadi sudut pandang utamanya, penelitian mencakup kepada produk – produk hukum, sehingga pemahaman terdadap asas- asas hukum dan hierarki perturan harus digunakan pada penelitian ini (Marzuki 2005). Analisis dilakukan dengan diawali mengkaji peraturan perundang – undangan sebagai sumber. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pasal 3 dan pasal 45 ayat (1). Karena titik fokus dari penelitian ini adalah norma atau undang – undang maka penggunaan pendekatan ini sangat tepat, (Mukti Fajar 2010).
2. Pendekatan konsep atau (conseptual approach).

Doktrin – doktrin dan pandangan –pandangan yang ada dan berkembang pada ilmu hukum menjadi landasan peneliti  melahirkan sebuah pengertian, konsep – konsep serta asas yang relevan pada permasahalan yang dihadapi (Suteki 2018). Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep independensi.

Peneliti mempelajari eksistensi nilai independensi pada pasal 3  Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ketika adanya sumber penyidik dari luar lembaga yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) pada undang _ undang yang sama. Pendekatan perundang – undangan menjadi sangat lekat pada penelitian normatif karena keduanya menjadikan norma atau undang – undang sebagai objek utamanya.

Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang – undangan yang ada hubunganya denga permasalahan dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan non hukum dan pendapat (Mukti Fajar 2010).  Bahan hukum tersebut terbagi sebagai berikut: 

A. Bahan Hukum Primer

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang merupakan bahan hukum primer, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Maajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup pendapat – pendapat atau pandangan para ahli yang sudah terbukti kredibilitasnya dalam dunia hukumyang dapat berasal dari buku maupun tulisan – tulisan lain. (Marzuki 2005). bahan hukum ini nantinya yang akan memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan, yang dapat berupa jurnal ilmiah, buku – buku, berita internet, dan peraturan perundang - undangan.  Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Buku-buku tentang hukum khususnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan metodologi penelitian hukum. 

2. Jurnal hukum dengan penelitian sejenis dengan penelitian ini.

3. Film dokumenter yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan berpatokan pada hierarki peraturan perundang – undangan peneliti mengumpulkan bahan hukum secara sistematis dan diidentifikasi setiap bahan hukum agar pembahasan yang dilakukan menjadi mudah. (Mukti Fajar 2010). Selain itu, jurnal hukum, buku – buku dan bahakn hukum lain diidentifikasi secara runtut dan membandingkan relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi sehingga setiap argumen terhdap permasalahan mempunyai landasan yang jelas.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Kegiatan analisis bahan hukum merupakan hal yang wajib dilakukan ketika penelitian, terdapat teknik tersendiri ketika menganalisis bahan hukum, pada penelitian ini analisis dilakukan dengan mengkaji pengolahan bahan hukum dan diselaraskan dengan teori – teori yang ada, sehingga nantinya diharapakan didapatkan sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban pada penelitian ini yang tentunya harus rasional dan beralasan. (Diantha 2006).  Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif merupakan metode analisis bahan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan saran atau kesimpulan untuk memecahkan permasalahan tertentu.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
Penyidik KPK merupakan salah satu organ dalam strutur organisasi KPK dibawah deputi penindakan, yang mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan tugas KPK dalam hal memberantas korupsi di negara ini. Pasal 3 UU KPK mengatur bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bersifat independen, maka begitupun penyidik KPK yang merupakan bagian dari lembaga KPK juga harus dilihat apakah sudah mencerminkan independensi atau belum, ada beberapa faktor di dalam pengaturan penyidik KPK yang dapat dikomparasi dengan nilai independensi, mulai dari komposisi, status kepegawaian, sumber dan lain – lain.

Sebagai lembaga baru yang didirikan dari bawah tentunya pada awal berdirinya membutuhkan banyak perhatian dan usaha, agar menjadi lembaga anti rasuah yang ideal dan dapat bekerja dengan maksimal, begitu pun pada penyidiknya, penyidik KPK pada awal lembaga tersebut berdiri dibantu dan diakomodasi dengan mengambil penyidik dari luar lembaga, seperti Polri dan kejaksaan. Pada awal berdiri KPK mempunyai 41 penyidik yang bersumber dari Polri dan Kejaksaan, jumlah itu semakin tahun semakin bertambah, selain bertambah juga terkadang terjadi pengurangan dikarenakan ditarik oleh lembaga asalnya, lika – liku jumlah tersebut secara tidak langsung tentunya mempengaruhi kekuatan KPK pada penyidikan untuk memberantas kasus – kasus korupsi.

Sebenarnya KPK juga dapat merekrut penyidiknya sendiri secara mandiri yang tentunya lebih independen, hal itu ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada amarnya mengatakan bahwa Pasal 45 ayat (1)  UU KPK tidak bisa ditafsirkan bahwa KPK hanya bisa merekrut penyidik dari Polri dan kejaksaan, namun juga dapat merekrut penyidiknya sendiri secara independen, majelis hakim juga membandingkan dengan lembaga anti rasuah milik negara Hongkong yang merekrut penyidiknya sendiri (Kaligis 2020), dengan demikian sebenarnya KPK punya kewenangan untuk merekrut penyidiknya sendiri yang justru jika dilihat akan lebih independen, namun pada saat ini jika dilihat, jumlah penyidik dari luar lembaga justru lebih dominan. Data terakhir komposisi penyidik KPK sendiri merupakan pegawai tetap KPK (63 orang), pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Polri (68), PNYD dari BPKP (2) dan penyidik pegawai Negeri Sipil (2) (Ilham Budhiman 2019).

Selain komposisi, faktor status kepegawaian juga tidak kalah penting, dikarenakan pembahasan utamanya adalah tentang independensi dimana berbicara ketika suatu lembaga dapat berdikari maka kewenangan lembaga atas penyidik di dalamnya seharusnya juga menjadi suatu kewenangan penuh atau absolut. Namun faktanya sesuai Pasal 3 PP No. 63 Tahun 2005 juncto PP 103 No. Tahun 2012, ada dua kemungkinan mengenai status kepegawaian Penyidik KPK, yakni pegawai tetap dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Pegawai negeri ini ialah pegawai negeri yang bekerja untuk instansi diluar instansi asalnya, dengan ketentuan pengasilan maupun gaji tetap menjadi tanggung jawab instansi asalnya lalu juga masih terdapat pembinaan yang dimana juga dilakukan oleh instansi asalnya, terakhir jika dilihat dari status kepegawaianya pun juga masih terikat pada instansi awalnya, pegawai negeri ini mempunyai durasi kerja pada KPK maksimal 10 tahun. Pasal 5 PP No. 63 Tahun 2005 mengatur bahwa dapat terjadi penarikan oleh instansi asal terhadap penyidik KPK dengan alasan tertentu (Dwi Haryati 2020). Hal ini semakin membuktikan bahwa pengelolaan penyidik KPK masih ada campur tangan instansi di luar KPK dan secara tersirat mengatakan bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan absolut terhadap penyidiknya yang berasal dari Polri.

Instansi Induk yang juga kerap bersinggungan dengan KPK tentunya bukan suatu kewajaran, Polri termasuk lembaga negara yang beberapa kali orang didalamnya bahkan petingginya tersandung kasus korupsi dan menjadi target KPK, menjadi ketakutan terjadi konflik kepentingan. Ketika penyidik KPK yang didalamnya terdapat penyidik yang bersumber dari Polri lalu menyidik kasus yang melibatkan instansi induknya, seperti pada kesaksian beberapa eks penyidik KPK pada film dokumenter watcdoc berjudul “KPK End Game”,  antara lain; kasus korupsi simulator SIM yang juga terdapat tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Djoko Susilo pada tahun 2012, saat itu ada perlawanan dan intervensi dari institusi Polri. Seperti pada saat penyidikan, Novel Baswedan dan kawan – kawan diminta untuk menjangkau sampai ke tingkat petinggi namun prakteknya hanya dapat menjangkau pada tingkat pelaksana saja, jika Novel tidak mengikuti maka diancam akan ditarik kembali ke Polri bahkan pada kasus ini Novel sempat akan dikriminalisasi.  Akhirnya setelah kasus ini, Pori mengeluarkan kebijakan yang tendensius yakni dengan menarik semua penyidiknya KPK yang berasal dari Polri kembali ke Polri di akhir tahun 2012 (Documentary 2021). 
Tidak berhenti disini saja, tahun 2015 pada kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan juga terdapat beberapa intervensi yang terjadi, ada tekanan - tekanan dari Polri agar gelar perkara dipindahkan dari KPK ke Polri, sampai pada akhirnya para penyidik KPK harus legowo proses gelar perkara Komjen Budi Gunawan dipindahkan ke Polri, sebenarnya peristiwa – peristiwa tersebut merupakan kasus – kasus yang bisa dikatakan klasik karena sudah terjadi beberapa kali, namun ketika kasus tersebut terjadi, setelahnya tidak ada evaluasi ataupun pembenahan pada sistem yang berjalan. Akibatnya celah adanya intervensi oleh institusi diluar KPK khususnya Polri masih sangat mungkin terjadi, tentunya untuk mendapatkan versi KPK yang visioner harusnya dilakukan pembenahan pada sistem KPK yang saat ini berjalan khususnya pada penyidik KPK yang rentan sekali terdapat intervensi dan konflik kepentingan.
Terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang mempunyai keterkaitan jika berbicara mengenai independensi penyidik  yang nantinya dapat digunakan untuk pisau analisis ataupun penyelesaian jika terjadi konflik norma, seperti yang terjadi pada independensi penyidik diatas. Peraturan tersebut antara lain; yang pertama ada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diubah ke dalam PP Nomor 103 Tahun 2012, pada peraturan tersebut berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan personalia pegawai KPK termasuk penyidik KPK. Hal  yang menarik adalah di dalamnya juga mengatur tentang status penyidik KPK dan adanya penarikan oleh lembaga asal. Maka dari itu peraturan tersebut sangat tepat jika digunakan untuk mengkaji independensi KPK. Selain itu ada juga Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang – undang tersebut adalah peraturan induk yang mengatur seluk beluk tindak pidana korupsi yang merupakan objek pelaksanaan pekerjaan KPK khususnya penyidik KPK.
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur secara umum tentang macam – macam penyidik, ini menjadi penting karena mengatur legal standing suatu jabatan untuk menjadi penyidik agar sesuai dengan undang – undang. Ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dikarenakan Polri adalah institusi induk dari penyidik KPK yang berasal dari luar instansi. Maka, kode etik dari penyidik tetap menggunakan peraturan tersebut, pada peraturan tersebut juga mengatur konflik kepentingan dimana hal tersebut erat kaitanya dengan independensi. Terakhir ketika berbicara tentang konflik kepentingan maka terdapat Undang – Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  undang – undang ini mengatur pertama kalinya definisi mengenai konflik kepentingan,  merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
B. HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, peneliti akan menjabarkan pembahasan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Independensi KPK Menurut Pasal 3 Jika Dikaitkan Dengan Pasal 45 Ayat (1) UU KPK
Pasal 3 UU KPK telah mengamanatkan secara eksplisit bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bunyi Pasal 3 sendiri ialah “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Jika dijabarkan mulai dari frasa “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif”. Maka lembaga negara sendiri merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk  oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Artinya KPK adalah lembaga yang dibentuk negara dan bekerja untuk negara dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK sendiri ada pada rumpun eksekutif. 

Frasa “ yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”, dapat dijabarkan bahwa tugas dan wewenang KPK sendiri diatur Pasal 6 UU KPK. Tugas KPK antara lain; a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan wewenang KPK antara lain; a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada poin e terdapat tugas penyidikan, maka penyidikan yang merupakan fokus penelitian ini adalah salah satu obyek  jangkauan Pasal 3 UU KPK.

Terakhir yakni frasa “Bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”, definisi dari independen sendiri adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Jesika, Simanjuntak, and Sihombing 2015), maka dapat diartikan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bersifat bebas dari pengaruh apapun, tidak dikendalikan pihak lain dan tidak tergantung pada pihak lain. Selain itu menurut konsep Independensi Prof. Jimly Asshidiqie terdapat 3 macam independensi yakni; 

a. Independensi Institusional

Kemandirian intitusional juga terkait bagaimana suatu lembaga negara diberikan kewenangan, yakni menyangkut appointment dan removal dari lembaga tersebut. Jika kekuasaan eksekutif tidak secara unilateral memiliki kewenangan untuk menentukan tata cara appointment dan removal dari sebuah lembaga negara, maka lembaga tersebut dapat dikatakan independen.

b. Independensi fungsional

Independensi Fungsional ini seharusnya tercermin ketika suatu lembaga tugas dan wewenangnya, ketika lembaga sudah didasari oleh nilai Independensi maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh ada campur tangan maupun intervensi dari pihak luar.

 c. Independensi Administrasi

Independensi Administratif ini adalah Independensi yang mencakup keuangan dan personalia, segi personalia adalah sumber daya manusia yang ada dan melakukan fungsi dari lembaga tersebut, disebut bahwa personalia harus independen maka pada suatu lembaga sumber daya manusianya harus diatur dan bertanggung jawab pada lembaga tersebut, selain itu term of administration sumber daya manusianya juga sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga tersebut (Wibowo 2015).

Artinya Pasal 3 bertujuan mengamanatkan agar KPK bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Maka, seharusnya 3 macam independensi di atas juga harus tercermin ketika KPK menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya pada penyidik KPK yang melakukan tugas penyidikan. Kemudian ketika mengkaji independensi yang diatur Pasal 3 diatas dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, lalu penulis juga harus menjabarkan terlebih dahulu Pasal 45 (1).  Pasal 45 ayat (1) UU KPK sendiri mengatur tentang sumber penyidik KPK yang bekerja di internal KPK, bunyi pasal teresbut yakni “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”, yang menarik dari pasal ini adalah adanya penyidik yang bersumber dari luar instansi yang diduga dapat mencederai independensi KPK.  Maka dari itu harus dilakukan kajian terhadap pasal ini.

Tidak berhenti disitu, status penyidik yang berasal Polri  harusnya juga menjadi perhatian, secara administrasi dan tanggung jawab ternyata penyidik tersebut masih bergantung pada lembaga asalnya yakni Polri, hal ini diatur pada PP No. 63 Tahun 2005 juncto PP 103 No. Tahun 2012, ada dua Kemungkinan mengenai status kepegawaian Penyidik KPK, yakni pegawai tetap dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Pegawai negeri ini ialah pegawai negeri yang bekerja untuk instansi diluar instansi asalnya, dengan ketentuan pengasilan maupun gaji tetap menjadi tanggung jawab instansi asalnya lalu juga masih terdapat pembinaan yang dimana juga dilakukan oleh instansi asalnya, terakhir jika dilihat dari status kepegawaianya pun juga masih terikat pada instansi awalnya, pegawai negeri ini mempunyai durasi kerja pada KPK maksimal 10 tahun, pengaturan sedemekian rupa tersebut mengakibatkan adanya campur tangan instansi induk terhadap penyidik KPK yang dimana dalam Pasal 3 diatur bahwa penyidikan yang termasuk tugas dari KPK harus bersifat independen yang artinya bebas dari campur tangan siapapun. 

Kesimpulan mengenai sumber penyidik KPK yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU KPK ditinjau dari data terakhir, dimana KPK mempunyai 68 penyidik yang berasal dari Polri dimana jumlah ini lebih banyak dari penyidik yang berasal dari pegawai tetap KPK  sendiri, ). Data tersebut membuktikan bahwa KPK masih mempunyai ketergantungan terhadap penyidik yang berasal dari Polri. Seharusnya KPK sendiri sebagai lembaga yang mempunyai wewenang disini mempunyai jumlah penyidik sendiri yang dominan di dalam komposisi penyidik, bukan justru di dominasi oleh penyidik dari luar instansi. 68 penyidik tersebut berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005 Juncto PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada KPK statusnya adalah pegawai negeri yang dipekerjakan dimana menurut peraturan tesebut secara administrasi, gaji, dan status kepegawaianya masih bergantung pada instansi asalnya dalam hal ini Polri bukan KPK. Maka, jika dikaitkan dengan independensi KPK pada Pasal 3 dan untuk membuktikan adanya konflik norma antara kedua pasal tersebut harus dilakukan komparasi antara fakta – fakta tentang penyidik KPK dengan makna independensi baik secara definitif maupun konseptual. 

Pada pemaparan diatas telah dijelaskan bagaimana definisi independensi, yakni keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Dari acuan tersebut maka jika memang KPK adalah lembaga yang independen, KPK juga seharusnya bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain. Namun jika dibandingkan dengan fakta – fakta diatas, misal pada frasa “bebas dari pengaruh”, ternyata dengan adanya Pasal 45 ayat (1) UU KPK memberi celah adanya intervensi dari luar instansi. Hal ini  dibuktikan dengan adanya peristiwa – peristiwa seperti intervensi dari Polri, ketika kasusnya melibatkan petinggi Polri seperti apa yang dipaparkan diatas, lalu pada frasa “tidak dikendalikan pihak lain”, ternyata penyidik KPK yang berasal dari Polri secara administrasi, gaji dan status kepegawaian masih dipegang oleh instansi asal yakni Polri bukan KPK, yang secara tidak langsung bisa dikatakan penyidik tersebut masih ada beberapa bagian yang dikendalikan pihak lain. Selanjutnya pada frasa “tidak berantung pada pihak lain”,ternyata dari data terakhir jumlah penyidik yang berasal dari Polri berjumlah 68, mengalahkan jumlah penyidik yang berasal dari lembaganya sendiri. Artinya KPK masih mempunyai ketergantungan terhadap Polri mengenai tenaga penyidik. Dari Komparasi tersebut secara definitif membuktikan adanya kontradiksi makna dan dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik norma antara Pasal 3 yang mengatur independensi dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang mengatur sumber penyidik KPK.

Ditinjau dari independensi secara konseptual, maka sesuai dengan konsep independensi yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshidiqie bahwa ada 3 macam independensi, yakni independensi institusional/struktural, independensi fungsional dan independensi administrasi(Zainal Arifin Mochtar 2015). Dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah independensi KPK secara kelembagaan. Lembaga dikatakan indpenden jika kekuasaan lain tidak secara unilateral memiliki kewenangan untuk menentukan tata cara appointment dan removal dari sebuah lembaga negara. Namun disini sangat jelas bahwa  penyidik KPK yang berasal dari Polri, maka Lembaga asal dapat melakukan penarikan penyidik KPK untuk kembali ke lembaga asalnya. Bahkan status kepegawaian pun masih bergantung pada lembaga asal dalam hal ini Polri. Padahal menurut konsep ini masalah personalia kepegawaian adalah kewenangan absolut lembaga tersebut, dengan demikian secara konseptual pun terbukti bahwa ada kontradiksi atau konflik norma antara kedua pasal tersebut. Selain itu seperti yang dijelaskan mengenai bentuk – bentuk korupsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan para stakeholder pada pemerintahan, baik dari berbagai lembaga maupun kekuasaan (Dwiputrianti 2009), sehingga menjadi penting bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi ini dilaksanakan oleh pihak yang independen guna menghindari adanya intervensi dari lembaga ataupun kekuasaan manapun.

2. Penyelesaian Jika Terjadi Pertentangan Makna Antara Pasal 3 dan Pasal 45 Ayat (1) UU KPK
Ketika terjadi konflik norma pada peraturan perundang – undangan di Indonesia, lazimnya ada dua bentuk penyelarasan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut yakni; harmonisasi dan sinkronisasi. Harmonisasi digunakan apabila terjadi konflik norma pada peraturan yang berbeda hierarkis, sedangkan sinkronisasi  digunakan untuk konflik norma atau kontradiksi pada peraturan yang tingkatnya sama ataupun berada dalam satu peraturan agar antar substansi tidak ada yang bertabrakan. Dengan demikian bentuk penyelarasan yang tepat terhadap konflik norma antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK adalah dengan menggunakan sinkronisas. Sinkronisasi pada konflik norma tersebut menggunakan metode reinterpretasi, dimana reinterpretasi ini dilakukan dengan menafsir ulang  norma - norma  yang  dianggap  saling  bertentangan, dan hasil penafsiran mana yang dianggap benar yang diberlakukan atau bisa disebut juga interpretasi ulang. Di sini peneliti menggunakan metode reinterpretasi sistematis, reinterpretasi sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan bagian dari suatu undang-undang dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.

Pasal 3 UU KPK substansinya mengatur tentang independensi yang harus dipunyai KPK, substansi independensi pada pasal ini sifatnya adalah asas, dikarenakan independensi ini adalah hal yang dipedomani dan menjadi tumpuan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam ilmu hukum juga terdapat asas independensi yang artinya semua kesepakatan yang dipilih tidak ada campur tangan juga intervensi dari para pihak lain. Namun, keputusan yang telah diambil tersebut tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun, dan lazimnya kedudukan asas ini lebih tinggi dari peraturan perundang – undangan. Asas ini juga yang melatarbelakangi dan menjadi acuan pembentukan  suatu peraturan perundang – undangan.

Substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK mengatur tentang sumber penyidik KPK. Pasal ini menjelaskan bahwa KPK dapat mempunyai penyidik dari luar instansi yakni Polri dan Kejaksaan, pengaturan ini sifatnya teknis. Pasal ini menjelaskan teknis dari mana saja KPK dapat mengisi plot penyidiknya. Pasal ini sekaligus memberi ruang secara teknis KPK dapat merekrut penyidik dari Polri maupun Kejaksaan. Teknis sendiri ialah sebuah aturan/ norma/ persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa. Pasal tersebut dikatakan teknis dikarenakan mengatur tentang kriteria penyidik. 

Perbedaan sifat Pasal 3UU KPK  yang bersifat asas dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang bersifat teknis menjadi dasar penyelesaian konflik norma pada UU KPK, secara kedudukan seharusnya asas lebih tinggi dari hal yang bersifat teknis atau dengan kata lain hal yang bersifat teknis harus mengikuti atau berpedoman pada hal yang sifatnya asas. Dengan demikian ketika Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK terjadi kontradiksi. Maka yang didahulukan adalah pasal yang sifatnya asas yakni Pasal 3, dan Pasal 45 (1) mempunyai konsekuensi untuk menyesuaikan dengan Pasal 3 tersebu. Substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK harus diubah ataupun direvisi hingga tidak menyalahi atau kontradiksi dengan Pasal 3 nya. Permasalahan substansi yang menjadi kontradiksi dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK mengatur bahwa KPK dapat mempunyai penyidik yang berasal luar instansi yakni Polri tersebut yang seharusnya diperbaikan ataupun direvisi.

Opsi yang bisa diambil ketika terjadi konsekuensi bahwa perlu dilakukan perbaikan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menurut peneliti ialah dengan mengubah substansi pada pasal tersebut, dimana tadinya substansi yang bermasalah pada pasal tersebut adalah tentang KPK dapat mempunyai penyidik dari luar instansi seperti Polri dan Kejaksaan yang menurut pembahasan diatas bertabrakan dengan nilai independensi KPK yang diatur Pasal 3,  menurut peneliti harus diubah dengan frasa bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan oleh KP. Secara hukum hal tersebut juga sah dilakukan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.109/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa KPK dapat merekrut penyidik sendiri. Jika dilihat pada Pasal 6 KUHAP ada dua macam penyidik yakni penyidik dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai KPK sendiri statusnya ialah aparatur sipil negara, maka dengan dengan KPK mempunyai penyidik independen yang hanya berasal dari internal maupun perekrutan sendiri yang tentunya diangkat dan diberhentikan oleh KPK serta status kepegawaianya juga merupakan murni pegawai KPK merupakan suatu hal yang sah secara hukum.
PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kontradiksi atau konflik norma yang terjadi antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, konflik norma terjadi dikarenakan substansi Pasal 45 ayat (1) memberi peluang  adanya intervensi pihal luar (Polri) dalam hal penyidikan korupsi yang menjadi wewenang KPK. Hal ini bertabrakan dengan substansi Pasal 3 UU KPK. Substansi Pasal 45 UU KPK secara definitf maupun konseptual ternyata bertabrakan dengan nilai – nilai independensi yang merupakan subtansi Pasal 3.

2. Penyelesaian yang dapat dilakukan ketika terjadi konflik norma antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1)UU KPK sebaiknya dilakukan dengan menggunakan cara reinterpretasi sistematis. Substansi Pasal 3 UU KPK sifatnya asas, sedang substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK sifatnya teknis. Maka secara kedudukan Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 45 ayat (1), dengan demikian ketika terjadi konflik norma antara kedua pasal tersebut seharusnya substansi Pasal 45 ayat (1) yang menyesuaikan dengan Pasal 3 UU KPK. Kesimpulannya yang harus diperbaiki ialah substansi Pasal 45 ayat 1 UU KPK.
Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebaiknya melakukan sinkronisasi UU KPK agar tidak terjadi konflik norma antar pasal dalam hal ini Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK.  Salah satu caranya dengan merevisi UU KPK, serta Pasal 45 ayat (1) UU KPK seharusnya diperbaiki dari segi substansi agar tidak bertabrakan dengan Pasal 3 nya. Opsi yang dapat digunakan untuk perbaikan tersebut ialah dengan mengatur bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan dari dan oleh KPK, berbeda dari substansi sebelumnya yang mengatur bahwa penyidik KPK dapat berasal dari Polri dan Kejaksaan.
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Abstrak

Independensi seharusnya menjadi harga mati KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 3 UU KPK, namun nilai independensi ini juga tidak berjalan dengan tegak sepenuhnya, celah – celah nir-independensi ini beberapa kali muncul dari fungsi penyidikan, dimana pelaku penyidikan dalam hal ini penyidik yang berasal dari instansi diluar KPK, ternyata cenderung memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan. Maka pengaturan sumber penyidik dari instansi luar harus dievaluasi, agar tidak menjadi ruang adanya nir-independensi khususnya pada penyidik KPK, dalam hal ini pengaturan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU KPK. Dengan demikian ada dugaan Pasal 45 ayat 1 mempunyai kontradiksi atau konflik norma dengan pasal 3 UU KPK yang mengatur independensi lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan independensi pada pada pasal 3 UU KPK, jika dikaitkan dengan pasal 45 ayat (1)  UU KPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, yaitu, metode yang dilakukan dengan meninjau literatur yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa KUHP, Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasn Korupsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara definitif dan konseptual telah terbukti adanya konflik norma antara pasal 3 dengan pasal 45 ayat (1) UU KPK, penyelesaian yang dilakukan yakni dengan cara reinterpretasi sistematis, setelah dilakukan reinterpretasi diketahui bahwa pasal 3 sifatnya asas dan pasal 45 ayat (1) sifatnya teknis, dengan demikian jika dilihat secara kedudukan seharusnya pasal 45 ayat (1) yang dilakukan peneyesuaian terhadap pasal 3. Opsi perbaikan yang dapat dilakukan pada pasal 45 ayat (1) ialah dengan mengganti susbtansinya dengan mengatur bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan dari dan oleh KPK.

Kata Kunci : Independensi, Penyidik KPK , Konflik Norma.


Abstract 

Independence should be theprice of the KPK in carrying out its duties and authorities, in accordance with what is mandated in Article 3 of the KPK Law, but this value of independence also does not run fully upright, this non-independence gap has several times arises from the investigative function where the investigators in this case are investigators from agencies outside the KPK which tend to provide space for conflicts of interest to occur. So the arrangement of investigator sources from outside agencies must be evaluated so that it does not become a space for non-independence, especially for KPK investigators, in this case the arrangement is regulated in Article 45 paragraph 1 of the KPK Law. Thus, there is an allegation that Article 45 paragraph 1 has a contradiction or conflict of norms with Article 3 of the KPK Law which regulates the independence of the institution. The purpose of this study is to identify and analyze the independence problem in Article 3 of the KPK Law if it is associated with Article 45 paragraph (1) of the KPK Law. The research uses the normative legal method, that is, the method is carried out by reviewing the existing literature. The type of data used in this study is primary data in the form of the Criminal Code, Judge's Decisions, Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Based on the research that has been carried out, definitively and conceptually it has been proven that there is a conflict of norms between article 3 and article 45 paragraph (1) of the KPK Law, the settlement is carried out by means of systematic reinterpretation, after reinterpretation it is known that article 3 is basic and article 45 paragraph (1) it is technical in nature, thus if viewed from a positional perspective, Article 45 paragraph (1) should be adjusted to Article 3. An option for improvement that can be made in Article 45 paragraph (1) is to replace its substance by stipulating that KPK investigators are independent investigators. originating, appointed and dismissed from and by the KPK.

Keywords: Independence, KPK Investigators, Norms Conflict.

PENDAHULUAN

Merajalela dan tidak ada hentinya mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan korupsi di Indonesia, menjadi sebuah masalah sangat kompleks yang harus dihadapi oleh bangsa ini setelah 76 tahun merdeka, Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2020 mencatat bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mencapai 56,7 Triliun (Vendy Yhulia Susanto 2021), ketika korupsi pada saat ini semakin meningkat maka akan juga berdampak pada masyarakat, masyarakat akan cenderung mempunyai sifat memikirkan dirinya sendiri atau disebut  selfishness (Wicipto Setiadi 2018) dikarenakan kekecewaanya terhadap korupsi yang dilakukan, dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh korupsi, seharusnya tindak pidana korupsi ini menjadi masalah yang sangat utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun rakyat, meskipun sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat, baik berupa kebijakan, regulasi maupun pengawasan pada kenyataanya dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi saat ini masih belum efektif dan perlu adanya evaluasi baik dari segi kebijakan maupun regulasi.



Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 yang berdasar kepada Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002, yang telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu langkah besar yang dilakukan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memberantas korupsi, namun sebelum adanya Undang – Undang ini cikal bakal pembentukan KPK sudah ada bahkan ketika masa reformasi, ketika angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat tingi yang terjadi pada masa orde baru, pemikiran – pemikiran dan upaya – upaya baru mulai bermunculan untuk memberantas korupsi tersebut pada saat terjadi reformasi, maka dari itu lahirlah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mohede 2012), dengan lahirnya kedua produk hukum tersebut membuktikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu perhatian utama bangsa ini ketika reformasi dan untuk membangun bangsa ini kedepan, kemudian pembentukan KPK dengan Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 menjadi pelengkap alat perang bangsa Indonesia dalam memberantas Korupsi.


Lembaga anti rasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut merupakan salah satu hal baik yang lahir dari rahim reformasi, bertahun – tahun berjalan memegang harapan rakyat untuk menjaga uang negara dari tindak pidana korupsi yang semakin tahun semakin merajalela, berbagai prestasi telah ditorehkan oleh KPK selama ini, berbagai penangkapan kasus – kasus besar juga tak luput dari kerja mereka dari mulai berdiri hingga sekarang ini, mulai dari pejabat daerah, politisi, aparat penegak hukum hingga setingkat menteri rasanya pernah ditangkap oleh KPK dari setiap era kepresidenan, penghargaan – penghargaan pun juga banyak diterima oleh KPK baik nasional maupun secara internasional. Namun seperti air yang tak selalu jernih, Kinerja KPK pun tak selalu baik, setidaknya lima lembaga survei (Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas) mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sedang menurun (Husodo et al. 2020). Padahal selama KPK perjalananya mulai dari KPK berdiri publik selalu menaruh kepercayaan tinggi terhadap KPK , selain itu kasus yang ditangani KPK pun juga terjun bebas beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018 terdapat 168 kasus yang ditangani KPK, pada tahun 2019 turun menjadi 119, terakhir di tahun 2020 KPK hanya menangani 56 kasus, bahkan menurut pengakuan penyidik KPK beberapa permasalahan yang terjadi KPK tidak hanya terjadi beberapa tahun terakhir, namun sudah terjadi sekitar 10 tahun terakhir.


 
Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan KPK selama ini adalah bahwa lembaga ini didesign untuk menjadi lembaga yang menjunjung tinggi independensi dalam kinerjanya, tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mempengaruhi kinerja KPK, hal ini ditegaskan pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi “ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” , dari pasal tersebut telah menunjukan bahwa independensi merupakan hal yang absolut pada kinerja KPK, namun perihal Independensi ini juga lah yang dikhawatirkan akan menjadi titik lemah KPK, menjadi lembaga yang konsisten dan kuat dalam independensi bukanlah suatu hal yang mudah, dukungan regulasi dan komponen lembaga sangat diperlukan dalam memperkokoh jalan KPK menjadi lembaga yang menjunjung independensi, belakangan menjadi pembicaraan bahwa ada isu – isu intervensi atau campurtangan bahkan konflik kepentingan yang mencederai nilai indepedensi KPK yang dimana dikatakan hal itu menjadi salah satu faktor menurunya kualitas kinerja KPK beberapa tahun ini.



Pengaturan Independensi yang secara tegas dan explicit tentang Independensi pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ternyata tidak menjadikan lembaga ini benar – benar independen secara kinerja, isu – isu yang diungkap publik tentang adanya intervensi maupun konflik kepentingan yang dilakukan oleh lembaga maupun kekuasaan diluar KPK yang diduga terjadi seharusnya patut menjadi perhatian, perlu adanya pelurusan yang dilakukan oleh lembaga tersebut agar independensi kembali kokoh menyokong kinerja KPK kedepan dan untuk menjawab pertanyaan yang mencuat di publik apakah independensi KPK tetap kokoh ataukah semakin runtuh, perlu adanya pembuktian bahwa secara fungsi maupun kelembagaan selama ini KPK berjalan sesuai koridor independensi yang diatur oleh undang – undang maupun secara teoritis, komparasi – komparasi juga perlu dilakukan, bahwa ada beberapa teori – teori maupun konsep mengenai independensi yang ditulis oleh para ahli seharusnya dapat menjadi komparasi terhadap independensi yang ada pada KPK selama ini. Dari beberapa isu – isu  yang ada membuktikan bahwa independensi kinerja KPK yang menjadi nilai utama lembaga tersebut sedang tidak baik – baik saja, sehingga harusnya menjadi salah satu konsen yang diperhatikan dalam usaha memperkuat KPK.



Intervensi – intervensi yang dilakukan oleh lembaga diluar KPK tentunya bukan tanpa faktor, salah satu yang diduga menjadi faktor pelemahan independensi menyasar dan berawal pada pengaturan penyidik KPK, klausa di Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang sumber penyidik KPK yakni pasal 45  ayat (1) yang berbunyi “ Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus undang – undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi” , perekrutan penyidik KPK yang masih menggunakan Penyidik ya ng berasal dari luar instansi justru menimbulkan beberapa permasalahan setelahnya, term of administration yang masih belum jelas dan cenderung bergantung pada lembaga asalnya, status yang belum benar – benar lepas dari lembaga asalnya serta masih adanya ikatan dengan lembaga asal yang bahkan juga kerap menjadi subjek tindak pidana korupsi justru melukai nilai independensi yang dibangun KPK selama ini, independensi penyidik kpk perlu dimaknai di pelaksanaan fungsi penyidikan komisi pemberantasan korupsi, termasuk hingga keindependenan pada term administratif. Bila selama ini secara administratif nasib para penyidik komisi pemberantasan korupsi masih bergantung ke forum Sumbernya, pengukuhan keindependenan komisi pemberantasan korupsi memutlakkan kebutuhan agar kpk memiliki penyidik sendiri yg tidak lagi ”meminjam” asal lembaga lain. Independensi penyidik komisi pemberantasan korupsi ialah konsekuensi logis dari komisi pemberantasan korupsi menjadi lembaga negara independen (Zainal Arifin Mochtar 2015).


 Jika dilihat terjadi inkonsistensi pada pengaturan independensi kinerja KPK terutama pada penyidiknya, pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana pada pasal 3 berusaha untuk menegakkan independensi kinerja KPK, pasal 45 ayat (1) justru memberi celah campur tangan lembaga lain dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang sekali lagi bahkan juga beberapa kali menjadi lembaga yang terlibat tindak pidana korupsi dan menjadi target KPK, maka tak heran ketika terjadi kasus yang menyangkut lembaga – lembaga tersebut sering terjadi dugaan intervensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada para penyidik KPK, sehingga menjadi pertanyaan bahwa dengan adanya inkonsistensi antara pasal 3 dan 45 ayat (1) tersebut apakah independensi pada kinerja KPK masih baik – baik saja, sehingga sekali lagi perlu adanya pembuktian apakah pengaturan penyidik KPK sekarang ini pada saat berjalannya masih mencerminkan nilai Independensi atau tidak, serta juga perlu komparasi – komparasi dengan teori – teori maupun konsep independensi yang ada agar diperoleh nilai Independensi yang benar – benar ideal terhadap KPK untuk berjalan kedepan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:


1. Bagaimanakah Independensi KPK menurut pasal 3 UU KPK jika dikaitkan dengan keberadaan penyidik Polri pada pasal 45 ayat (1) UU KPK ?  


2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi pertentangan makna antara pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) UU KPK?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan independensi pada pada pasal 3 UU KPK jika dikaitkan dengan pasal 45 ayat (1)  UU KPK.


2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penyelesaian jika terjadi pertentangan makna antara pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) UU KPK. 


Pada sebuah penelitian pasti mempunyai hasil yang nantinya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, Manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:


Mengetahui dan memberikan gambaran pengaturan independensi pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dapat menganalisis inkonsistensi pada pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. pidana.


2. Manfaat Praktis:


Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai hasil yang nantinya dapat menjadi masukan bagi legislative untuk melakukan legislative review Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan kewenangan KPK dlm memberantas korupsi, serta memberikan manfaat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memperkuat independensinya dan mempunyai SDM penyidik yang lebih ideal.

 METODE


Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang inkonsistensi antara Independensi fungsi dan kewenangan KPK, yang diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 dengan pasal 45 ayat (1) yang mengatur tentang sumber penyidik KPK yang juga merupakan pelaksana fungsi KPK, maka meteode yang digunakan sesuai dengan masalah yang diteliti ialah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana metode ini objek utamanya adalah norma hukum, hasil yang diharapkan dari penggunaan metode ini ialah untuk menghasilkan konsep baru, teori maupun argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Sri Mamudji 2005). Disisi lain, pada penelitian normatif yang dimana mencakup kekosongan, kekaburan dan konflik norma akan dijawab menggunakan argumentasi yuridis. (Diantha 2006).

 Pendekatan Penelitian


Penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan yakni pendekatan konsep atau (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan atau (statute approach)

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).


Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dimana reulasi dan legislasi menjadi sudut pandang utamanya, penelitian mencakup kepada produk – produk hukum, sehingga pemahaman terdadap asas- asas hukum dan hierarki perturan harus digunakan pada penelitian ini (Marzuki 2005). Analisis dilakukan dengan diawali mengkaji peraturan perundang – undangan sebagai sumber. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pasal 3 dan pasal 45 ayat (1). Karena titik fokus dari penelitian ini adalah norma atau undang – undang maka penggunaan pendekatan ini sangat tepat, (Mukti Fajar 2010).

2. Pendekatan konsep atau (conseptual approach).


Doktrin – doktrin dan pandangan –pandangan yang ada dan berkembang pada ilmu hukum menjadi landasan peneliti  melahirkan sebuah pengertian, konsep – konsep serta asas yang relevan pada permasahalan yang dihadapi (Suteki 2018). Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep independensi.


Peneliti mempelajari eksistensi nilai independensi pada pasal 3  Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ketika adanya sumber penyidik dari luar lembaga yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) pada Undang _ Undang yang sama. Pendekatan perundang – undangan menjadi sangat lekat pada penelitian normatif karena keduanya menjadikan norma atau undang – undang sebagai objek utamanya.


Bahan Hukum


Terdapat 2 macam bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang – undangan yang ada hubunganya denga permasalahan dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan non hukum dan pendapat (Mukti Fajar 2010).  Bahan hukum tersebut terbagi sebagai berikut: 


A. Bahan Hukum Primer


Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang merupakan bahan hukum primer, yakni:


1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).


2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)


3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Maajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043.


B. Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder mencakup pendapat – pendapat atau pandangan para ahli yang sudah terbukti kredibilitasnya dalam dunia hukumyang dapat berasal dari buku maupun tulisan – tulisan lain. (Marzuki 2005). bahan hukum ini nantinya yang akan memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan, yang dapat berupa jurnal ilmiah, buku – buku, berita internet, dan peraturan perundang - undangan.  Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 


1. Buku-buku tentang hukum khususnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan metodologi penelitian hukum. 


2. Jurnal hukum dengan penelitian sejenis dengan penelitian ini.


3. Film dokumenter yang berhubungan dengan penelitian ini.


Teknik Pengumpulan Bahan Hukum


Dengan berpatokan pada hierarki peraturan perundang – undangan peneliti mengumpulkan bahan hukum secara sistematis dan diidentifikasi setiap bahan hukum agar pembahasan yang dilakukan menjadi mudah. (Mukti Fajar 2010). Selain itu, jurnal hukum, buku – buku dan bahakn hukum lain diidentifikasi secara runtut dan membandingkan relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi sehingga setiap argumen terhdap permasalahan mempunyai landasan yang jelas.


Teknik Analisis Bahan Hukum


Kegiatan analisis bahan hukum merupakan hal yang wajib dilakukan ketika penelitian, terdapat teknik tersendiri ketika menganalisis bahan hukum, pada penelitian ini analisis dilakukan dengan mengkaji pengolahan bahan hukum dan diselaraskan dengan teori – teori yang ada, sehingga nantinya diharapakan didapatkan sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban pada penelitian ini yang tentunya harus rasional dan beralasan. (Diantha 2006).  Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif merupakan metode analisis bahan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan saran atau kesimpulan untuk memecahkan permasalahan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penyidik KPK merupakan salah satu organ dalam strutur organisasi KPK dibawah deputi penindakan, yang mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan tugas KPK dalam hal memberantas korupsi di negara ini. Pasal 3 UU KPK mengatur bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bersifat independen, maka begitupun penyidik KPK yang merupakan bagian dari lembaga KPK juga harus dilihat apakah sudah mencerminkan independensi atau belum, ada beberapa faktor di dalam pengaturan penyidik KPK yang dapat dikomparasi dengan nilai independensi, mulai dari komposisi, status kepegawaian, sumber dan lain – lain.

Sebagai lembaga baru yang didirikan dari bawah tentunya pada awal berdirinya membutuhkan banyak perhatian dan usaha, agar menjadi lembaga anti rasuah yang ideal dan dapat bekerja dengan maksimal, begitu pun pada penyidiknya, penyidik KPK pada awal lembaga tersebut berdiri dibantu dan diakomodasi dengan mengambil penyidik dari luar lembaga, seperti Polri dan kejaksaan. Pada awal berdiri KPK mempunyai 41 penyidik yang bersumber dari Polri dan Kejaksaan, jumlah itu semakin tahun semakin bertambah, selain bertambah juga terkadang terjadi pengurangan dikarenakan ditarik oleh lembaga asalnya, lika – liku jumlah tersebut secara tidak langsung tentunya mempengaruhi kekuatan KPK pada penyidikan untuk memberantas kasus – kasus korupsi.

Sebenarnya KPK juga dapat merekrut penyidiknya sendiri secara mandiri yang tentunya lebih independen, hal itu ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada amarnya mengatakan bahwa Pasal 45 ayat (1)  UU KPK tidak bisa ditafsirkan bahwa KPK hanya bisa merekrut penyidik dari Polri dan kejaksaan, namun juga dapat merekrut penyidiknya sendiri secara independen, majelis hakim juga membandingkan dengan lembaga anti rasuah milik negara Hongkong yang merekrut penyidiknya sendiri (Kaligis 2020), dengan demikian sebenarnya KPK punya kewenangan untuk merekrut penyidiknya sendiri yang justru jika dilihat akan lebih independen, namun pada saat ini jika dilihat, jumlah penyidik dari luar lembaga justru lebih dominan. Data terakhir komposisi penyidik KPK sendiri merupakan pegawai tetap KPK (63 orang), pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Polri (68), PNYD dari BPKP (2) dan penyidik pegawai Negeri Sipil (2) (Ilham Budhiman 2019).

Selain komposisi, faktor status kepegawaian juga tidak kalah penting, dikarenakan pembahasan utamanya adalah tentang independensi dimana berbicara ketika suatu lembaga dapat berdikari maka kewenangan lembaga atas penyidik di dalamnya seharusnya juga menjadi suatu kewenangan penuh atau absolut, namun faktanya sesuai Pasal 3 PP No. 63 Tahun 2005 juncto PP 103 No. Tahun 2012, ada dua kemungkinan mengenai status kepegawaian Penyidik KPK, yakni pegawai tetap dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Pegawai negeri ini ialah pegawai negeri yang bekerja untuk instansi diluar instansi asalnya, dengan ketentuan pengasilan maupun gaji tetap menjadi tanggung jawab instansi asalnya lalu juga masih terdapat pembinaan yang dimana juga dilakukan oleh instansi asalnya, terakhir jika dilihat dari status kepegawaianya pun juga masih terikat pada instansi awalnya, pegawai negeri ini mempunyai durasi kerja pada KPK maksimal 10 tahun. Pasal 5 PP No. 63 Tahun 2005 mengatur bahwa dapat terjadi penarikan oleh instansi asal terhadap penyidik KPK dengan alasan tertentu (Dwi Haryati 2020), hal ini semakin membuktikan bahwa pengelolaan penyidik KPK masih ada campur tangan instansi di luar KPK dan secara tersirat mengatakan bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan absolut terhadap penyidiknya yang berasal dari Polri.

Instansi Induk yang juga kerap bersinggungan dengan KPK tentunya bukan suatu kewajaran, Polri termasuk lembaga negara yang beberapa kali orang didalamnya bahkan petingginya tersandung kasus korupsi dan menjadi target KPK, menjadi ketakutan terjadi konflik kepentingan ketika penyidik KPK yang didalamnya terdapat penyidik yang bersumber dari Polri lalu menyidik kasus yang melibatkan instansi induknya, seperti pada kesaksian beberapa eks penyidik KPK pada film dokumenter watcdoc berjudul “KPK End Game”  antara lain; kasus korupsi simulator SIM yang juga terdapat tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Djoko Susilo pada tahun 2012, saat itu ada perlawanan dan intervensi dari institusi Polri pada saat penyidikan, Novel Baswedan dan kawan – kawan diminta untuk menjangkau sampai ke tingkat petinggi namun prakteknya hanya dapat menjangkau pada tingkat pelaksana saja, jika Novel tidak mengikuti maka diancam akan ditarik kembali ke Polri bahkan pada kasus ini Novel sempat akan dikriminalisasi.  Akhrnya setelah kasus ini, Pori mengeluarkan kebijakan yang tendensius yakni dengan menarik semua penyidiknya KPK yang berasal dari Polri kembali ke Polri di akhir tahun 2012 (Documentary 2021). 

Tidak berhenti disini saja, tahun 2015 pada kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan juga terdapat beberapa intervensi yang terjadi, ada tekanan - tekanan dari Polri agar gelar perkara dipindahkan dari KPK ke Polri, sampai pada akhirnya para penyidik KPK harus legowo proses gelar perkara Komjen Budi Gunawan dipindahkan ke Polri, sebenarnya peristiwa – peristiwa tersebut merupakan kasus – kasus yang bisa dikatakan klasik karena sudah terjadi beberapa kali, namun ketika kasus tersebut terjadi, setelahnya tidak ada evaluasi ataupun pembenahan pada sistem yang berjalan. Akibatnya celah adanya intervensi oleh institusi diluar KPK khususnya Polri masih sangat mungkin terjadi, tentunya untuk mendapatkan versi KPK yang visioner harusnya dilakukan pembenahan pada sistem KPK yang saat ini berjalan khususnya pada penyidik KPK yang rentan sekali terdapat intervensi dan konflik kepentingan.

Terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang mempunyai keterkaitan jika berbicara mengenai independensi penyidik  yang nantinya dapat digunakan untuk pisau analisis ataupun penyelesaian jika terjadi konflik norma seperti yang terjadi pada independensi penyidik diatas, peraturan tersebut antara lain; yang pertama ada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diubah ke dalam PP Nomor 103 Tahun 2012, pada peraturan tersebut berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan personalia pegawai KPK termasuk penyidik KPK. Hal  yang menarik adalah di dalamnya juga mengatur tentang status penyidik KPK dan adanya penarikan oleh lembaga asal, maka dari itu peraturan tersebut sangat tepat jika digunakan untuk mengkaji independensi KPK. Selain itu ada juga Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang tersebut adalah peraturan induk yang mengatur seluk beluk tindak pidana korupsi yang merupakan objek pelaksanaan pekerjaan KPK khususnya penyidik KPK.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur secara umum tentang macam – macam penyidik, ini menjadi penting karena mengatur legal standing suatu jabatan untuk menjadi penyidik agar sesuai dengan undang – undang. Ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dikarenakan Polri adalah institusi induk dari penyidik KPK yang berasal dari luar instansi maka kode etik dari penyidik tetap menggunakan peraturan tersebut, pada peraturan tersebut juga mengatur konflik kepentingan dimana hal tersebut erat kaitanya dengan independensi. Terakhir ketika berbicara tentang konflik kepentingan maka terdapat Undang – Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  Undang – Undang ini mengatur pertama kalinya definisi mengenai konflik kepentingan,  merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

B. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, peneliti akan menjabarkan pembahasan dari permasalahan sebagai berikut:


1. Independensi KPK menurut Pasal 3 jika dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK.


Pasal 3 UU KPK telah mengamanatkan secara explicit bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bunyi Pasal 3 sendiri ialah “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Jika dijabarkan mulai dari frasa “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif”,  maka lembaga negara sendiri merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk  oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Artinya KPK adalah lembaga yang dibentuk negara dan bekerja untuk negara dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK sendiri ada pada rumpun eksekutif. 


Frasa “ yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”, dapat dijabarkan bahwa tugas dan wewenang KPK sendiri diatur Pasal 6 UU KPK. Tugas KPK antara lain; a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan wewenang KPK antara lain; a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada poin e terdapat tugas penyidikan, maka penyidikan yang merupakan fokus penelitian ini adalah salah satu obyek  jangkauan Pasal 3 UU KPK.


Terakhir yakni frasa “Bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”, definisi dari independen sendiri adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Jesika, Simanjuntak, and Sihombing 2015), maka dapat diartikan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bersifat bebas dari pengaruh apapun, tidak dikendalikan pihak lain dan tidak tergantung pada pihak lain. Selain itu menurut konsep Independensi Prof. Jimly Asshidiqie terdapat 3 macam independensi yakni; 


a. Independensi Institusional


Kemandirian intitusional juga terkait bagaimana suatu lembaga negara diberikan kewenangan, yakni menyangkut appointment dan removal dari lembaga tersebut. Jika kekuasaan eksekutif tidak secara unilateral memiliki kewenangan untuk menentukan tata cara appointment dan removal dari sebuah lembaga negara, maka lembaga tersebut dapat dikatakan independen.


b. Independensi fungsional


Independensi Fungsional ini seharusnya tercermin ketika suatu lembaga tugas dan wewenangnya, ketika lembaga sudah didasari oleh nilai Independensi maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh ada campur tangan maupun intervensi dari pihak luar.


 c. Independensi Administrasi


Independensi Administratif ini adalah Independensi yang mencakup keuangan dan personalia, segi personalia adalah sumber daya manusia yang ada dan melakukan fungsi dari lembaga tersebut, disebut bahwa personalia harus independen maka pada suatu lembaga sumber daya manusianya harus diatur dan bertanggung jawab pada lembaga tersebut, selain itu term of administration sumber daya manusianya juga sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga tersebut (Wibowo 2015).


Artinya Pasal 3 bertujuan mengamanatkan agar KPK bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Maka seharusnya 3 macam independensi di atas juga harus tercermin ketika KPK menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya pada penyidik KPK yang melakukan tugas penyidikan. Kemudian ketika mengkaji independensi yang diatur Pasal 3 diatas dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, maka penulis juga harus menjabarkan terlebih dahulu Pasal 45 (1).  Pasal 45 ayat (1) UU KPK sendiri mengatur tentang sumber penyidik KPK yang bekerja di internal KPK, bunyi pasal teresbut yakni “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”, yang menarik dari pasal ini adalah adanya penyidik yang bersumber dari luar instansi yang diduga dapat mencederai independensi KPK.  Maka dari itu harus dilakukan kajian terhadap pasal ini.


Tidak berhenti disitu, status penyidik yang berasal Polri  harusnya juga menjadi perhatian, secara administrasi dan tanggung jawab ternyata penyidik tersebut masih bergantung pada lembaga asalnya yakni Polri, hal ini diatur pada PP No. 63 Tahun 2005 juncto PP 103 No. Tahun 2012, ada dua Kemungkinan mengenai status kepegawaian Penyidik KPK, yakni pegawai tetap dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Pegawai negeri ini ialah pegawai negeri yang bekerja untuk instansi diluar instansi asalnya, dengan ketentuan pengasilan maupun gaji tetap menjadi tanggung jawab instansi asalnya lalu juga masih terdapat pembinaan yang dimana juga dilakukan oleh instansi asalnya, terakhir jika dilihat dari status kepegawaianya pun juga masih terikat pada instansi awalnya, pegawai negeri ini mempunyai durasi kerja pada KPK maksimal 10 tahun, pengaturan sedemekian rupa tersebut mengakibatkan adanya campur tangan instansi induk terhadap penyidik KPK yang dimana dalam pasal 3 diatur bahwa penyidikan yang termasuk tugas dari KPK harus bersifat independen yang artinya bebas dari campur tangan siapapun. 


Kesimpulan mengenai sumber penyidik KPK yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU KPK ditinjau dari data terakhir, dimana KPK mempunyai 68 penyidik yang berasal dari Polri dimana jumlah ini lebih banyak dari penyidik yang berasal dari pegawai tetap KPK  sendiri, ). Data tersebut membuktikan bahwa KPK masih mempunyai ketergantungan terhadap penyidik yang berasal dari Polri. Seharusnya KPK sendiri sebagai lembaga yang mempunyai wewenang disini mempunyai jumlah penyidik sendiri yang dominan di dalam komposisi penyidik, bukan justru di dominasi oleh penyidik dari luar instansi. 68 penyidik tersebut berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005 Juncto PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada KPK statusnya adalah pegawai negeri yang dipekerjakan dimana menurut peraturan tesebut secara administrasi, gaji, dan status kepegawaianya masih bergantung pada instansi asalnya dalam hal ini Polri bukan KPK. Maka jika dikaitkan dengan independensi KPK pada Pasal 3 dan untuk membuktikan adanya konflik norma antara kedua pasal tersebut harus dilakukan komparasi antara fakta – fakta tentang penyidik KPK dengan makna independensi baik secara definitif maupun konseptual. 


Pada pemaparan diatas telah dijelaskan bagaimana definisi independensi yakni keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, dari acuan tersebut maka jika memang KPK adalah lembaga yang independen, KPK juga seharusnya bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain, namun jika dibandingkan dengan fakta – fakta diatas, misal pada frasa “bebas dari pengaruh”, ternyata dengan adanya Pasal 45 ayat (1) UU KPK memberi celah adanya intervensi dari luar instansi. Hal ini  dibuktikan dengan adanya peristiwa – peristiwa seperti intervensi dari Polri ketika kasusnya melibatkan petinggi Polri seperti apa yang dipaparkan diatas, lalu pada frasa “tidak dikendalikan pihak lain”, ternyata penyidik KPK yang berasal dari Polri secara administrasi, gaji dan status kepegawaian masih dipegang oleh instansi asal yakni Polri bukan KPK, yang secara tidak langsung bisa dikatakan penyidik tersebut masih ada beberapa bagian yang dikendalikan pihak lain, selanjutnya pada frasa “tidak berantung pada pihak lain”,ternyata dari data terakhir jumlah penyidik yang berasal dari Polri berjumlah 68, mengalahkan jumlah penyidik yang berasal dari lembaganya sendiri. Artinya KPK masih mempunyai ketergantungan terhadap Polri mengenai tenaga penyidik. Dari Komparasi tersebut secara definitif membuktikan adanya kontradiksi makna dan dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik norma antara Pasal 3 yang mengatur independensi dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang mengatur sumber penyidik KPK.


Ditinjau dari independensi secara konseptual, maka sesuai dengan konsep independensi yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshidiqie bahwa ada 3 macam independensi, yakni independensi institusional/struktural, independensi fungsional dan independensi administrasi. Dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah independensi KPK secara kelembagaan. Lembaga dikatakan indpenden jika kekuasaan lain tidak secara unilateral memiliki kewenangan untuk menentukan tata cara appointment dan removal dari sebuah lembaga negara. Namun disini sangat jelas bahwa  penyidik KPK yang berasal dari Polri, maka Lembaga asal dapat melakukan penarikan penyidik KPK untuk kembali ke lembaga asalnya. Bahkan status kepegawaian pun masih bergantung pada lembaga asal dalam hal ini Polri, padahal seharusnya menurut konsep ini masalah personalia kepegawaian adalah kewenangan absolut lembaga tersebut, dengan demikian secara konseptual pun terbukti bahwa ada kontradiksi atau konflik norma antara kedua pasal tersebut. Selain itu seperti yang dijelaskan mengenai bentuk – bentuk korupsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan para stakeholder pada pemerintahan, baik dari berbagai lembaga maupun kekuasaan (Dwiputrianti 2009), sehingga menjadi penting bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi ini dilaksanakan oleh pihak yang independen guna menghindari adanya intervensi dari lembaga ataupun kekuasaan manapun.

2. Penyelesaian jika terjadi pertentangan makna antara Pasal 3 dan pasal 45 ayat (1) UU KPK.


Ketika terjadi konflik norma pada peraturan perundang – undangan di Indonesia, lazimnya ada dua bentuk penyelarasan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut yakni; harmonisasi dan sinkronisasi. Harmonisasi digunakan apabila terjadi konflik norma pada peraturan yang berbeda hierarkis, sedangkan sinkronisasi  digunakan untuk konflik norma atau kontradiksi pada peraturan yang tingkatnya sama ataupun berada dalam satu peraturan agar antar substansi tidak ada yang bertabrakan. Dengan demikian bentuk penyelarasan yang tepat terhadap konflik norma antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK adalah dengan menggunakan sinkronisas. Sinkronisasi pada konflik norma tersebut menggunakan metode reinterpretasi , dimana reinterpretasi ini dilakukan dengan menafsir ulang  norma - norma  yang  dianggap  saling  bertentangan, dan hasil penafsiran mana yang dianggap benar yang diberlakukan atau bisa disebut juga interpretasi ulang. Di sini peneliti menggunakan metode reinterpretasi sistematis, reinterpretasi sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan bagian dari suatu undang-undang dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.


Pasal 3 UU KPK substansinya mengatur tentang independensi yang harus dipunyai KPK, substansi independensi pada pasal ini sifatnya adalah asas, dikarenakan independensi ini adalah hal yang dipedomani dan menjadi tumpuan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam ilmu hukum juga terdapat asas independensi yang artinya semua kesepakatan yang dipilih tidak ada campur tangan juga intervensi dari para pihak lain. Namun, keputusan yang telah diambil tersebut tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun, dan lazimnya kedudukan asas ini lebih tinggi dari peraturan perundang – undangan. Asas ini juga yang melatarbelakangi dan menjadi acuan pembentukan  suatu peraturan perundang – undangan.


Substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK mengatur tentang sumber penyidik KPK. Pasal ini menjelaskan bahwa KPK dapat mempunyai penyidik dari luar instansi yakni Polri dan Kejaksaan, pengaturan ini sifatnya teknis. Pasal ini menjelaskan teknis dari mana saja KPK dapat mengisi plot penyidiknya. Pasal ini sekaligus memberi ruang secara teknis KPK dapat merekrut penyidik dari Polri maupun Kejaksaan. Teknis sendiri ialah sebuah aturan/ norma/ persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa. Pasal tersebut dikatakan teknis dikarenakan mengatur tentang kriteria penyidik. 


Perbedaan sifat Pasal 3UU KPK  yang bersifat asas dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yangbersifat teknis menjadi dasar penyelesaian konflik norma pada UU KPK, secara kedudukan seharusnya asas lebih tinggi dari hal yang bersifat teknis atau dengan kata lain hal yang bersifat teknis harus mengikuti atau berpedoman pada hal yang sifatnya asas. Dengan demikian ketika Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK terjadi kontradiksi maka yang didahulukan adalah pasal yang sifatnya asas yakni Pasal 3, dan Pasal 45 (1) mempunyai konsekuensi untuk menyesuaikan dengan Pasal 3 tersebu. Substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK harus diubah ataupun direvisi hingga tidak menyalahi atau kontradiksi dengan Pasal 3 nya. Permasalahan substansi yang menjadi kontradiksi dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK mengatur bahwa KPK dapat mempunyai penyidik yang berasal luar instansi yakni Polri tersebut yang seharusnya diperbaikan ataupun direvisi.


Opsi yang bisa diambil ketika terjadi konsekuensi bahwa perlu dilakukan perbaikan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menurut peneliti ialah dengan mengubah substansi pada pasal tersebut, dimana tadinya substansi yang bermasalah pada pasal tersebut adalah tentang KPK dapat mempunyai penyidik dari luar instansi seperti Polri dan Kejaksaan yang menurut pembahasan diatas bertabrakan dengan nilai independensi KPK yang diatur Pasal 3,  menurut peneliti harus diubah dengan frasa bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan oleh KP. Secara hukum hal tersebut juga sah dilakukan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.109/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa KPK dapat merekrut penyidik sendiri. Jika dilihat pada Pasal 6 KUHAP ada dua macam penyidik yakni penyidik dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai KPK sendiri statusnya ialah aparatur sipil negara, maka dengan dengan KPK mempunyai penyidik independen yang hanya berasal dari internal maupun perekrutan sendiri yang tentunya diangkat dan diberhentikan oleh KPK serta status kepegawaianya juga merupakan murni pegawai KPK merupakan suatu hal yang sah secara hukum.

PENUTUP


Simpulan


Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1.  Terdapat kontradiksi atau konflik norma yang terjadi antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK, konflik norma terjadi dikarenakan substansi Pasal 45 ayat (1) memberi peluang  adanya intervensi pihal luar (Polri) dalam halpenyidikan korupsi yang menjadi wewenang KPK. Hal ini bertabrakan dengan substansi Pasal 3 UU KPK. Substansi Pasal 45 UU KPK secara definitf maupun konseptual ternyata bertabrakan dengan nilai – nilai independensi yang merupakan subtansi Pasal 3.


2.  Penyelesaian yang dapat dilakukan ketika terjadi konflik norma antara Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1)UU KPK sebaiknya dilakukan dengan menggunakan cara reinterpretasi sistematis. Substansi Pasal 3 UU KPK sifatnya asas, sedang substansi Pasal 45 ayat (1) UU KPK sifatnya teknis. Maka secara kedudukan Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 45 ayat (1), dengan demikian ketika terjadi konflik norma antara kedua pasal tersebut seharusnya substansi Pasal 45 ayat (1) yang menyesuaikan dengan Pasal 3 UU KPK. Kesimpulannya yang harus diperbaiki ialah substansi Pasal 45 ayat 1 UU KPK.

Saran


Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, Pemerintah melalui DPR dan BPHN sebaiknya melakukan sinkronisasi UU KPK agar tidak terjadi konflik norma antar pasal dalam hal ini Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK.  Salah satu caranya dengan merevisi UU KPK, serta pasal 45 ayat (1) UU KPK seharusnya diperbaiki dari segi substansi agar tidak bertabrakan dengan Pasal 3 nya, opsi yang bisa digunakan untuk perbaikan tersebut ialah dengan mengatur bahwa penyidik KPK merupakan penyidik independen yang berasal, diangkat dan diberhentikan dari dan oleh KPK, berbeda dari substansi sebelumnya yang mengatur bahwa penyidik KPK dapat berasal dari Polri dan Kejaksaan.
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